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ABSTRAK 
 
Zilfa Sehan Bachmid B11109169 Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Penggelapan yang Dilakukan Oleh 
Wanitadibawah bimbingan bapak Aswanto sebagai pembimbing I dan ibu 
Hj. Nur Azisa sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor apa 
sajakah yang mempengaruhi wanita melakukan kejahatan penggelapan 
mobil rental dan Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap 
pelaku kejahatan kasus penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh 
wanita. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa. 
Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung 
dengan narasumber dan mengambil data langsung dari Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA 
Sungguminasa, serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan 
yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah tersebut. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
(1) Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan oleh 
wanita adalah faktor ekonomi. Tingkat ekonomi yang rendah kemudian 
memaksa wanita untuk melakukan tindak pidana penggelapan guna 
memenuhi kebutuhan hidup yang didahului dengan penipuan, pemalsuan 
surat atau penggelapan dalam jabatan. (2)  Upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi 
terjadinya kembali penggelapan adalah dengan banyak memberi 
penyuluhan dan menumbuhkan kesadaran tiap pelaku tindak pidana untuk 
tidak lagi melakukan penggelapan dengan alasan apapun karena 
ganjaran ataupun sanksi yang akan diterima oleh pelaku sangat berat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Penggelapan (verduistering) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP 
Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri 
tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti 
membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki 
pengertian yang lebih luas. Ada beberapa bentuk tindak pidana 
penggelapan, baik dalam penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur 
dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak 
pidana penggelapan itu sendiri, penggelapan ringan yang diatur dalam 
Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana ada 
ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan 
pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP dan tindak 
pidana penggelapan dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 376 KUHP. 
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-
unsur objektif berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif 
berupa kesengajaan dan melawan hukum. Selain itu ada beberapa unsur 
khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam 
jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah 
khusus. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi dalam tiga buku yaitu 
Buku Kesatu, dengan judul “Peraturan Umum”, yaitu peraturan-peraturan 
untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatannya dapat 
dikenakan hukuman pidana), Buku Kedua “Kejahatan” sedangkan Buku 
Ketiga “Pelanggaran” yang menyebutkan tindak-tindak pidana. 
KUHP tentang peraturan umum terdapat dalam pasal-pasal yang 
hanya berlaku untuk kejahatan misalnya tentang percobaan dan kejahatan 
dalam Buku Kedua yang pada umumnya diancam dengan hukuman atau 
pidana yang berat, dan penyertaan lain-lain tidak berlaku bagi Buku ketiga 
“Pelanggaran” yang ancaman hukumannya lebih ringan. Namun ringan 
dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang 
seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini 
menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang 
dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti 
kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis 
kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 
372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya 
dan dapat terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama 
bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan 
bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak 
pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari 
adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut 
hilang karena lemahnya suatu kejujuran. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berharap dapat 
memberikan gambaran lebih jelas mengenai kejahatan Penggelapan  
yang dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus Kota Makassar), sehingga 
dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Karena itulah yang mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis 
terhadap kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh wanita Di kota 
Makassar. (Studi Kasus tahun 2009-2011) “. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi wanita melakukan 
kejahatan penggelapan ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kasus kejahatan 
penggelapan yang dilakukan oleh wanita ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi 
wanita melakukan kejahatan penggelapan mobil rental. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelaku 
kejahatan kasus penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh 
wanita. 
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D. Manfaat Penelitian 
Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan 
manfaat yang berupa : 
1. Manfaat secara teoritis 
Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia 
akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan 
penggelapan yang dilakukan dalam jabatan. Selain itu dapat dijadikan 
bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat 
memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Manfaat secara praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan 
tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan 
bagaimana  upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan 
penggelapan uang bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan 
masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum 
dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas 
kejahatan penggelapan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
  Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. 
Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri 
dari dua suku kata yakni “Crimen” yang berarti kejahatan dan “logos” yang 
berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah 
ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan. 
  Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian 
kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana 
terkemuka, antara lain: 
Edwin H. Sutherland ( A.S. Alam, 2010:1 ) mengartikan “kriminologi 
sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja 
dan kejahatan sebagai gejala sosial”. 
Menurut W.A. Bonger ( A.S. Alam, 2010:2  ) “kriminologi adalah  
“ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 
seluas-luasnya”. 
Menurut J. Constant (A.S. Alam, 2010:2 ) “kriminologi adalah  
  “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”. 
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WME.Noach ( A. S. Alam, 2010:2 ) mendefinisikan “kriminologi adalah  
  “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-
akibatnya”. 
 
 
  Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis 
besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan 
ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-
musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu 
orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga 
untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal 
ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat 
terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul 
dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau 
membahayakan masyarakat luas. 
Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat 
menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan 
kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan 
kejahatan. 
A.S. Alam (2010:17), membagi ruang lingkup kriminologi menjadi : 
kejahatan, penjahat dan sistem pemidanaan. Selain itu juga ia memberi 
batasan mengenai norma hukum khususnya norma hukum 
pidana,sebagai berikut : 
“Sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang 
yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik yang berlaku secara 
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sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada 
pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh negara.” 
     
Terkait dengan definisi di atas, A.S. Alam (2010:18) lebih lanjut 
mengemukakan bahwa ada 4 (empat) unsur pokok yang merupakan ciri 
khas hukum pidana sehubungan dengan definisi di atas, yaitu : 
a)     Sifat politisnya yakni peraturan-peraturan yang ada yang dikeluarkan 
oleh pemerintah. Adapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
organisasi buruh, gereja, sindikat, dan lain-lainnya tidak dapat 
disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan tersebut 
mengikat anggotanya dan mempunyai sanksi. 
b)     Sifat spesifikasinya, yakni karena hukum pidana memberikan 
batasan tertentu untuk setiap perbuatan. 
c)     Sifat uniform (tanpa pandang bulu) yakni, berusaha memberi 
keadilan pada setiap orang tanpa membedakan status sosial 
seseorang. 
d)     Sifat adanya sanksi pidana yakni adanya ancaman pidana oleh 
negara. 
B.   Pengertian Kejahatan 
 Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau 
secarayuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan 
yangdilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak 
dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, 
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perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat 
merasakannya, bahwa penjahat itu seperti pembunuhan, pencurian, 
penipuan dan lain sebaginya yang dilakukan oleh manusia.  
Seperti yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1978:1) : 
Kejahatan adalah delik hukum (rechts delicten) yaitu perbuatan-perbuatan 
yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa 
pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 
tata hukum. 
Menurut Topo Santoso (2003:15) “ secara sosiologis kejahatan 
merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. 
Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-
beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki 
pola yang sama”. 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13), kejahatan dalam pengertian 
sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau 
belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga 
masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut 
menyerang dan merugikan masyarakat. 
 
C. Kejahatan Penggelapan 
 Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP: Barang siapa dengan 
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sengaja memiiki dengan melawan Hak sesutau barang yang sama sekali 
atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada 
dalam tangannya dan bukan karena kejahatan, di hukum karena 
Penggelapan, Dengan hukuman penjara selam-lamanya 4 tahun dan 
Denda. 
1. Pengertian Penggelapan 
Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan 
diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan 
(penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.Dapat 
diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan 
merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku 
yang baik.  
Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir (Ali Achmad,2010:85) 
mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai 
“penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Akan tetapi 
para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan“. 
Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang 
dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang 
dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus 
diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah 
ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. 
Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan 
(verduistering), terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Di samping penggelapan 
sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana lainnya 
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yang masih mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417, tindak 
pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini 
ditarik ke dalam tindak pidana korupsi oleh Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya 
tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan 
jabatan (Bab XXVIII). 
Penggelapan dalam Bentuk Pokok 
Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu 
benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena 
penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau 
denda paling banyak Rp 900,00. 
 
Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di 
atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau 
tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering 
yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan 
penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas 
(figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai 
membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. 
Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, 
karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya 
penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu 
dan tidak berarti sepeda itu dibikinnya menjadi gelap atau tidak terang. 
Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan 
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haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui 
dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai 
atau memegang sepeda itu. 
Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika 
dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht 
toe.igenen), sesuatu benda (eenig goed) , yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan 
sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk). 
2.Jenis-Jenis Penggelapan 
 Adapun jenis-jenis tindak pidana penggelapan tersebut, adalah: 
1. Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372); 
2. Penggelapan ringan (Pasal 373); 
3. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374 375), 
dan 
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376). 
3. Unsur-Unsur Penggelapan 
   Unsur - Unsur Objektif 
1. Perbuatan memiliki.  
Zicht toe.igenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, 
menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara 
melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam 
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putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan 
bahwa perkataan Zicht toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum 
ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan 
dengan perkataan mengambil atau memiliki. Waktu membicarakan 
tentang pencurian di muka, telah dibicarakan tentang unsur memiliki 
pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada 
perbedaannya dengan memiliki pada pencurian.  
Perbedaan ini, ialah dalam hal memi liki pada pencurian adalah 
berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek 
kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur 
objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam 
penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar 
ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju 
oleh unsur kesengajaan se b agai maksud saja. Tetapi pada 
penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah 
laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam 
pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur 
memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur 
kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada 
penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur 
objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana 
harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi 
selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, 
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misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan 
sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki 
sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena 
sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam 
kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda 
objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam 
kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat 
telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan 
memiliki. 
2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).  
Dimuka telah dibicarakan bahwa dalam MvT mengenai 
pembentukan pasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi 
objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang 
dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam 
berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, 
sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan 
energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda 
dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat 
ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. 
Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya 
sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat 
dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.  
Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai 
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adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, 
yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan 
perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara 
langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah 
hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak 
mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-
benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti 
menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun 
menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat 
rumah (sertifikat tanah ), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi 
misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena 
titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena 
orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai.  
Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya 
terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara 
langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan 
isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak 
dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan 
lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan 
gas tersebut. 
3. Sebagian atau seluruhnya miik orang lain.  
Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun 
telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek 
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penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara 
adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah 
ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, 
dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun 
pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang 
menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu 
adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan 
bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas 
menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak 
disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. 
Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan 
sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya 
kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya. 
 
4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam 
kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur 
berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda 
berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan 
benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia 
akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia 
dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu 
harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat 
melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, 
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menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan 
perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana 
merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara 
langsung). 
Penggelapan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap 
harta kekayaan yang berupa penyerangan terhadap kepentingan 
hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik 
petindak). Adapun penggelapan telah memenuhi unsur-unsur dari 
pada tindak pidana terhadap harta kekayaan, dikarenakan unsur-
unsur tersebut, ialah: 
1.Unsur-Unsur Objektif berupa: 
a. Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan memiliki pada 
penggelapan; 
b.  Unsur benda atau barang. 
c.  Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni 
unsur milik orang lain yang menyertai/melekat pada unsur objek 
benda tersebut. 
d. Unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan 
perbuatan dengan kedudukan palsu. 
2. Unsur - Unsur Subjektif berupa: 
a. Unsur kesalahan, yang dirumuskan dengan kata-kata seperti: 
dengan sengaja pada kejahatan penggelapan. 
b. Unsur melawan hukum, yang dirumuskan secara tegas dengan 
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perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan 
penggelapan. 
D. Teori Penyebab Kejahatan  
 Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut 
sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori 
lainnya. 
         Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori 
kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut : 
1.    Teori Klasik 
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. 
Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan 
pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia 
berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana 
yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. 
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa: 
“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. 
That the act which I do is the act which I think will give me most 
pleasure.” 
 
Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa: 
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Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima 
hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya 
miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya. Hukuman yang 
dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang 
diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. 
Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 
kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria 
adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.  
2.    Teori Neo Klasik. 
Menurut Made Darma Weda (1996:15) bahwa: 
“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan 
teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang 
dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-sifat manusia yang 
berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia 
adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan 
karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-parbuatannya dan 
dapat dikontrol oleh rasa katakutannya terhadap hukum”. 
 
         Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda,1996:15) adalah 
sebagai berikut 
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. 
Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh: 
 Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain 
keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan 
kehendak bebasnya. 
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 Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, 
tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika 
benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap 
lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan 
kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum 
dengan berat. 
b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa 
fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan 
lingkungannya atau keadaan mental dari individu. 
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan 
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-
sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk 
sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang 
dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu 
melakukan kejahatan. 
d. Dimasukkan persaksian/ keterangan ahli di dalam acara pengadilan 
untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan 
apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah. 
Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-
klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, 
yang ajaib (gaib),sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing 
terbentuknya pelaksanaan hukum pidana.Dengan demikian teori – teori 
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neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
perilaku/ tingkah laku manusia. 
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk 
yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan 
intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya. 
Menurut A.S.Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa : 
Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan 
perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. 
Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang 
lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya 
 
3.    Teori Kartografi/Geografi 
Teori kartografi  yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. 
Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering 
pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini 
adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara 
geografis maupun secara sosial.  
Menurut   Made Darma Weda (1996:16) bahwa: 
Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang 
ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena 
faktor dari luar manusia itu sendiri. 
4.    Teori Sosialis 
21 
 
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh 
aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi.  
Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darma Weda 1996:16) bahwa 
 “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat.”  
 Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) 
berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia 
maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara 
melakukan kejahatan.” 
  Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan 
kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan 
mengurangi terjadinya kejahatan. 
 
5.    Teori Tipologis 
 Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai 
asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang 
tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut: 
a.    Teori Lombroso/Mazhab Antropologis 
Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso 
(Made Darma Weda 1996:16-17) bahwa:  
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“Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir 
(criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas 
seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana 
sangat berbeda dengan manusia lainnya”. 
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso 
(Made Darma Weda, 1996:16) yaitu: 
1)  Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 
2)   Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang 
asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut 
janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit; 
3)   Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi 
merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai 
perilaku kriminal; 
4)  Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak 
memungkinkan; 
5)  Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, 
pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu. 
 
Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam 
persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian 
membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de'l imitation). 
Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring (Made 
Darma Weda, 1996:18) menarik kesimpulan bahwa “Tidak ada tanda-
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tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak 
ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu 
tipe. 
Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa “Kuasa 
kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat 
yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang 
yersebut melakukan kejahatan.”  
            Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali 
pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil 
pengaruhnya terhadap seseorang. 
 
b.    Teori Mental Tester 
Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. 
Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk 
membedakan penjahat dan bukan pejahat. 
Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa: 
Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang 
otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian 
tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau 
menangkap serta menilai arti hukum. 
Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan 
otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang 
melakukan kejahatan. 
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c.    Teori Psikiatrik 
Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan 
melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi  (Made Darma 
Weda, 1996:19) bahwa:  
“Teori ini Iebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan 
moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.Teori psikiatrik ini, 
memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, 
yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena 
pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada 
kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh 
jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa 
mengingat situasi situasi sosial.” 
 
d.     Teori Sosiologis 
Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran 
yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis 
banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.  
Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda, 1996:19) 
sebagai: fungsi lingkungan sosial (crime as a function of social 
environment).Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan 
jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. 
Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda 
dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang 
melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan 
sekelilingnya. 
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6.    Teori Lingkungan 
 Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut 
 Tarde (Made Darma Weda, 1996:20)  
“Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh 
faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan 
pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.” 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut 
pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.  
Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa: Orang 
menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan 
pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang 
tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
 
7.    Teori Biososiologi 
  Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan 
lain-lain. Aliran biososilogi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
aIiran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan 
psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.  
Menurut  Made Darma Weda, (1996:20) bahwa: 
“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, 
umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. 
Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan 
kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), 
keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu 
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negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan 
umum dan menghadapi sidang MPR”. 
 
8.    Teori NKK 
  Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang rnencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyarakat. 
 Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa rumus 
teori ini adalah: 
N + K1 = K2 
Keterangan:     
       N       = Niat 
       K1     = Kesempatan 
       K2     = Kejahatan           
Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat 
dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada 
kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya 
meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula 
akan terjadi kejahatan. 
 
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan 
waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama .Semakin 
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lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin 
meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak 
,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program 
serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling 
tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey (Romli 
Atmasasmita, 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam 
crimeprevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang 
dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu : 
2. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 
residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang 
dilakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah the first crime 
Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan 
oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode 
prevention (preventif). 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. 
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Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
secara preventif dan represif. 
a.    Upaya preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . 
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 
ekonomis. 
Barnest dan Teeters (Romli Atmasasmita,1983:79) menunjukkan 
beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu: 
1)   Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku 
seseorang ke arah perbuatan jahat. 
2)   Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 
disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 
mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga 
dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis . 
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Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan 
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah 
tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata 
lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-
faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. 
  Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 
suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi 
seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang 
menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya 
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong 
timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan 
dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama . 
b.Upaya represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 
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lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat . 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 
sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling 
sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, 
kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang 
merupakan suatu keseluruhan yang terangkai  dan berhubungan secara 
fungsional. 
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan 
metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih 
jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 
1)    Perlakuan ( treatment ) 
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan 
perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih 
menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam 
bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang 
ditimbulkannya. 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani 
(1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya 
suatu perlakuan,yaitu : 
a)    Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya 
perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum 
telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu 
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penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha 
pencegahan. 
b)    Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya 
tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si 
pelaku kejahatan. 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah 
tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang 
diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan 
agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan 
dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala . 
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan 
pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku 
kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan 
agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan 
pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin 
lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. 
 
2)    Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan 
perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya 
kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang 
sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. 
Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, 
bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka 
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dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 
hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) 
dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo 
mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani (1987:141) sebagai 
berikut : 
“Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung 
makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap 
diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang 
yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan 
diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam 
masyarakat Indonesia”.    
 
Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus 
menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik 
dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah 
keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi 
menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala 
perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan 
masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka 
keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk 
melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan 
masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.  
    Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
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norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik 
pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang 
mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Arif, 1991:2) upaya penanggulangan kejahatan 
dapat ditempuh dengan cara : 
a)    Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal 
yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.  
b)    Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau 
shock therapy kepada masyarakat. 
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c)   Influencing views of society on crime and punishment (mas media 
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman 
hukumannya. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994:4) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk 
memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik 
melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1981:114). 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4), ketimpangan 
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sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan.      
Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh 
setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan 
sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan 
ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 
pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah 
dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk 
mengatasi masalah tersebut. 
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Menurut Barda Nawawi Arief (2007:77) bahwa: 
“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. 
Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya 
untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk 
perlindungan masyarakat”. 
 
Lanjut menurat Barda Nawawi Arief (2007:77) ,bahwa: 
“Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 
menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan 
hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus 
memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 
kebijakan social itu berupa ”social welfare” dan “social defence”. 
 
Lain halnya menurut (Baharuddin Lopa,2001:16) bahwa  
“upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa 
langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) 
disamping langkah pencegahan (preventif).”  
 
Langkah-langkah preventif menurut (Baharuddin Lopa, 2001:16-17) 
itu meliputi : 
a)     Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, 
yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. 
b)     Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 
c)     Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran 
hukum rakyat. 
d)     Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya 
untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. 
e)     Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 
pelaksana penegak hukum. 
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Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung 
mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung 
menghentikan kejahatan sudah mulai,  kejahatan sedang berlangsung 
tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang 
memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi 
mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau 
hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang 
dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu 
dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. 
Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu 
reformasi. Solusi yang berlangsung kerena rasa takut disebut hukuman. 
Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung 
pada bentuk hukumannya. 
Hal tersebut terkait dengan pandangan (Jeremy Bentham, 
2006:307) bahwa yang mengemukakan bahwa “Tujuan hukuman adalah 
mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek 
jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian kejahatan penggelapan menggunakan metode 
wawancara dengan wanita pelaku kejahatan penggelapan dan aparat 
kepolisian, sehingga lokasi penelitian meliputi diinstansi Lembaga 
Permasyarakatan dan intansi Kepolisian. 
 Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga lokasi 
penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. Perpustakaan 
yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di Makassar, khususnya 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin, serta perpustakaan pribadi (koleksi buku 
yang dimiliki penulis). 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden wanita 
pelaku kejahatan penggelapandengan aparat kepolisian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder yang penulis 
gunakan dalam pengkajian ini ditemukan dari berbagai sumber antara 
lain: 
a. Skripsi yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji. 
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b. Buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar 
atau lokakarya menyangkut tindak pidana yang bersangkutan pada 
kasus yang penulis angkat dan semua buku atau data tersurat yang 
penulis anggap dapat menunjang dalam proses pengkajian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum 
menganalisis data melalui metode pustaka dan metode wawancara 
secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 
pustaka, yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta tulisan 
lain yang ada kaitan dengan penelitian. 
 Data wawancara diperoleh dari responden, kemudian mencatat 
data yang mendukung penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang 
ada.Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan 
permasalahan. 
 
D. Analisis Data 
 Data-data yang berhubungan dengan penggelapan uang  
dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis 
kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian 
menyimpulkannya. 
 Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk 
dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus 
pada KUHP Pasal 372 s/d 376 menyangkut tindak pidana penggelapan. 
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Data primer dan data sekunder tersebut diolah dan diinventasikan dan 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni data dikumpulkan dengan 
beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). wawancara, 2). 
observasi, 3). dokumentasi, dan 4). diskusi terfokus (Focus Group 
Discussion). Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara 
rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting  yang harus 
dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing 
teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada 
bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana 
yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya 
dilakukan, dst. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang 
diperoleh. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Wanita Melakukan Kejahatan 
Penggelapan 
 
Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Yusmarni, SE Kasubag 
Pemidanaan Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas IIA 
Sungguminasa, mengemukakan bahwa kejahatan penggelapan yang 
terjadi karena faktor ekonomi dan adanya tekanan dari lingkungan untuk 
mengimbangi perilaku moderisasi. 
Adapun data yang diperoleh dari Lembaga Permasyarakatan 
Wanita Kelas IIA Sungguminasa dan Lembaga Permasyarakatan Kelas IA 
Kota Makassar, sehingga penulis dapat melakukan perbandingan sebagai 
berikut : 
Table I 
Kejahatan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pria Dan Wanita Di 
Kota Makassar 
 
Wanita Laki-laki 
No. Nama  Umur Pekerjaan hukuman No. Nama Umur Pekerjaan hukuman 
1. Kiki 
Andriani 
Binti 
Ismail 
35 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 374,  
1 Tahun 6 
bulan 
1. Ramli 55 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 372 
& 374, 5 
Tahun 
2.  Martini 
Alias 
Maryam 
34 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 372, 
1Tahun 
4Bulan 
2. Ir.Barat
eng  
40 
Tahun 
Pegawai 
Negeri 
Sipil 
(PNS) 
Pasal 374, 
4Tahun 
3. Suryani 
Alias 
Suri 
40 
Tahun 
Ibu Rumah 
Tangga 
Pasal 372, 
1Tahun 
8Bulan 
3. Agus 
Bin 
Nabire 
37 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 378 
& 372, 
3Tahun 
6Bulan 
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4. Andi 
Dewi 
Ikhwana 
33 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 372 
& 378, 
2Tahun & 
1Tahun 
6Bulan. 
4. Johni 
Hosea 
29 
Tahun 
Pegawai 
Negri Sipil 
(PNS) 
Pasal 372 
& 374, 
4Tahun. 
5. Sri Dewi 
Rini 
Astuti 
38 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 372 
& 378, 
2Tahun. 
5. Suhardi
man  
27 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 263, 
374 & 
372, 
4Tahun 
8Bulan. 
6. Andi 
Maraleng 
48 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 372, 
1Tahun 
2Bulan. 
6. Andi 
Tenri 
Jarangi 
38 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 374 
& 372, 
3Tahun. 
7. Sri 
Wahyuni 
50 
Tahun 
Pegawai 
Negri Sipil 
(PNS) 
Pasal 372, 
1Tahun 
2Bulan 
7. Nyomp
a 
41 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 378 
& 372, 
2Tahun 
8. Wini  27 
Tahun 
Pegawai 
Swasta 
Pasal 372 
& 374, 
4Tahun. 
8. Herma
n 
39 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 378 
& 372 
3Tahun 
6Bulan. 
9. Elli 37 
Tahun 
Ibu Rumah 
Tangga 
Pasal 372 
& 374, 
2Tahun. 
9. Muh. 
Arfian 
35 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 378 
& 372, 
2Tahun. 
10. Kiki 
Andriyani 
33 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 374, 
1Tahun 
6Bulan. 
10. Petrus 
Suba 
29 
Tahun 
Karyawan 
Swasta 
Pasal 378 
& 372, 
3Tahun. 
Sumber Data: Lapas Kelas I dan Lapas Kelas IIA 
 
Melihat dari hasil perbandingan kasus diatas maka penulis dapat 
menyimpulkan kebanyakan yang melakukan suatu tindak pidana 
penggelapan adalah laki-laki dikarenakan suatu jabatan atau tahta yang 
ingin diperoleh dengan cara yang mudah dan praktis. Adapun kasus 
tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kota Makassar dari tahun 2009 
sampai 2011 berjumlah 342 kasus, laki-laki 298 dan wanita 44. 
Danternyata Tidak menutup kemungkinan tindak pidana penggelapan 
dapat juga dilakukan oleh wanita. Tetapi dalam hal ini apabila seorang 
wanita yang melakukan tindak pidana penggelapan itu kebanyakan dari 
faktor desakan ekonomi dan kehidupan yang konsumtif. 
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Ternyata penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh 
perbandingan antara wanita dan laki-laki dalam kasus tindak pidana 
penggelapan dominan pelaku tindak pidana yakni laki-laki karena adanya 
suatu jabatan tertentu yang ia bisa manfaatkan dan dipergunakan tidak 
sebagaimana mestinya. 
Adapun data yang didapat dari hasil wawancara dan arsip di 
Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa. 
Table II  
Jumlah Kejahatan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Wanita Di Kota 
Makassar 
 
No. Nama Umur Pekerjaan Hukuman 
1. Kamaria Dg. Binti 38 Tahun Ibu Rumah 
Tangga 
Pasal 372 & 378, 
2Tahun 6Bulan. 
2. Vani Liwan  30 Tahun Wiraswasta Pasal 374, 1tahun 
6Bulan. 
3. Irma Binti 
Burohima  
21 Tahun Wiraswasta Pasal 374, 1tahun 
6Bulan. 
4. Deviyana 29 Tahun Karyawan 
Swasta 
Pasal 374, 2Tahun. 
 
5. Rima Sulastri 35 Tahun Wiraswasta Pasal 372, 1Tahun 
6Bulan. 
6.  Veni Wijaya 23 Tahun Karyawan 
Swasta 
Pasal 374, 1Tahun 
8Bulan.  
7. Rosmini 34 Tahun Ibu Rumah 
Tangga 
Pasal 372, 2Tahun. 
8. Angelayo 43 Tahun Ibu Rumah 
Tangga 
Pasal 372, 1tahun 
6Bulan. 
9. Andi Ratni Dg. 
Ngalusung 
35 Tahun Wiraswasta Pasal 372, 1 Tahun 
4Bulan. 
10. Tiroima 
Tambunan 
40 Tahun Karyawan 
Swasta 
Pasal 374, 1Tahun 
9Bulan 
11. Fani Muchtar 27 Tahun Karyawan 
swasta 
Pasal 374, 1Tahun 
6Bulan. 
12. Yanti alias Mama 
Aldi 
45 Tahun Ibu Rumah 
Tangga 
Pasal 378,379,372, & 
55, 2Tahun 6Bulan. 
13. Ella Rosmita 35 Tahun Karyawan 
Swasta 
Pasal 378 & 372, 
1Tahun 6Bulan. 
14. Asriani Ahmad 32 Tahun Karyawan Pasal 374 & 372, 
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Swasta 1Tahun 8Bulan. 
15. Herawati 47 Tahun Karyawan 
Swasta 
Pasal 378 & 372, 
2Tahun. 
16. Umrahwati  34Tahun Wiraswasta Pasal 378 & 372, 
2Tahun. 
17. Marni 27 Tahun Wiraswasta Pasal 372, 1Tahun 
6Bulan. 
18. Andi Aina 
Pettarapi 
47 Tahun Ibu Rumah 
tangga  
Pasal 378, 372, 55 & 
56, 3Tahun 4Bulan. 
19. Apriani 24 Tahun Karyawan 
Swasta 
Pasal 374 & 372, 
1Tahun 6Bulan. 
20. Kartini Mando 43 Tahun  Ibu Rumah 
Tangga 
Pasal 378 & 372, 
1Tahun 8Bulan. 
Sumber Data : Lapas Kelas IIA Wanita Sungguminasa 
 
Dilihat dari tabel diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 
penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan 
oleh wanita dikarenakan tingkat kehidupan yang makin tinggi dan 
rendahnya pendapatan yang mereka peroleh. Bukan hanya faktor 
ekonomi yang menjadi penyebabnya tetapi ada juga faktor kehidupan 
konsumtif yang memaksa dia untuk lebih bekerja keras untuk 
mendapatkan uang dan cenderung untuk seseorang melakukan tindak 
pidana penggelapan. 
Pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh wanita 
semestinya harus lebih memiliki ruang pekerjaan untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi. Agar supaya pelaku tindak pidana penggelapan yang 
dilakukan oleh wanita tidak makin bertambah pesat. 
Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana 
bernama Fani Muchtar mengemukakan bahwa dia melakukan suatu 
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tindak pidana penggelapan bukan semata-mata karena faktor ekonomi 
melainkan tanggung jawab profesi. Sebab dia memiliki wewenang untuk 
melakukan transaksi keuangan kepada nasabah ke perusahaan, sehingga 
atas kewenangannya dana tersebut bisa dikeluarkan dan di setor kepada 
nasabah. Akan tetapi pada saat transaksi berlangsung dana tersebut tidak 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian.  
Fani menyangkal adanya kesalahpahaman antara dia dan nasabah 
dalam proses pemberian dana. Dimana yang dalam hal ini Fani 
melakukan transaksi kepada nasabah sebesar Rp.150.000.000., akan 
tetapi terdapat perselisihan dana yang disetor kepada nasabah sebesar 
Rp. 140.000.000, ternyata sisa dari dana nasabah tersebut dia kuasai 
untuk keperluan pribadi. 
Ternyata Direktur perusahaan tempat Fani bekerja mengetahui 
adanya kecurangan yang dilakukan oleh Fani, sehingga direktur 
perusahaan tersebut melaporkan Fani karena telah melakukan suatu 
tindak pidana, yakni penggelapan dalam jabatan Pasal 374 Kitab Undan-
undang Hukum Pidana.Hal ini merugikan perusahaan akibat perilaku 
salah satu karyawan yang melakukan tindak pidana. Sehingga 
kepercayaan nasabah kepada perusahaan itu berimplikasi negatif. 
Adapun jenis-jenis penggelapan yang dilakukan oleh narapidana, 
Lapas Wanita Kelas IIA Sungguminasa : 
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Table III 
Jenis Kejahatan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Wanita Di Kota 
Makassar 
 
No. Nama 
Penggelapan 
Biasa 
(pasal 372) 
Penggelapan 
Ringan 
(pasal 373) 
Penggelapan 
Dalam 
Jabatan 
(pasal 374) 
1. Vani Liwan - -   
2. Rima Sulastri   - - 
3. Irma Binti Burohima  - -   
4. Deviyana - -   
5. Veni Wijaya - -   
6. Rosmini   - - 
7. Angelayo   - - 
8. Asriani Ahmad   -   
9. Tiroima Tambunan - -   
10. Apriani   -   
11. Yanti alias Mama Aldi   - - 
12. Ella Rosmina   - - 
13. Apriani - -   
14. Kartini Mando   - - 
15. Asriani Ahmad - -   
Sumber Data : Lapas Kelas IIA Wanita Sungguminasa 
 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan tindak 
pidana penggelapan yang dilakukan oleh wanita yaitu pasal 372 dan 374 
KUHP. Dimana dalam kasusnya kebanyakan tindak pidana yang 
dilakukan oleh wanita karena atas dasar desakan faktor ekonomi dan 
konsumtif. Sedangkan tindak pidana pada Pasal 373 KUHP tidak pernah 
dilakukan oleh wanita. 
47 
 
Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan 
yang dilakukan oleh salah satu narapidana Lapas Wanita Kelas IIA 
Sungguminasa yakni Fani. Dimana napi ini bekerja sebagai Asisten salah 
satu perusahaan yang memiliki penghasilan pokok sebesar Rp. 800.000,- 
perbulan dan memiliki tunjangan sebesar Rp. 300.000,- jadi jumlah 
keseluruhan gaji yang diterima setiap bulannya oleh Fani dari perusahaan 
sebesar Rp. 1.100.000,-.  
Sedangkan dilihat dari perkembangan zaman kebutuhan ekonomi 
seseorang tidak sebanding dengan pendapatan, karena setiap tahunnya 
kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Maka adanya 
kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana 
penggelapan, pencurian, dan tindak pidana lainnya.Maka dari itu Fani 
melakukan tindak pidana penggelapan karena gaji yang dia terima tidak 
sebanding dengan gaya hidup masa kini sehingga timbulnya suatu rasa iri 
terhadap sesama manusia yang memiliki penghasilan yang lebih. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh wanita memang ada, 
walaupun jumlahnya memang tidak sebanyak yang dilakukan oleh pria. 
Kerena wanita tidak mementingkan kekuasaan dan tahta, akan tetapi lebih 
cenderung mementingkan kebutuhan ekonomi keluarga dan kehidupan 
yang konsumtif. Sedangkan bagi laki-laki lebih mementingkan tahta, 
kekuasaan, kedudukan yang sangat bernilai ekonomis bagi mereka yang 
dapat menghasilkan segala macam cara untuk mendapatkan uang lewat 
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cara yang praktis. Hal ini kebanyakan dilatar belakangi karena masalah 
ekonomi dan kehidupan yang konsumtif. 
Dengan demikian kiranya pemerintah lebih bijak dalam 
memberikan standar kehidupan ekonomi kepada masyarakat agar 
masyarakat bisa mengimbangi kebutuhan primer ketimbang kebutuhan 
sekunder. 
 
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Kejahatan Penggelapan 
yang Dilakukan Oleh Wanita 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) pada tanggal 23 
April 2013 dengan Bapak Aipda Jaffar A. diperoleh hasil bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan adalah faktor ekonomi. 
Hal ini menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat penghasilan 
seseorang maka semakin besar pula niat oleh seseorang untuk 
melakukan tindak kejahatan yang dalam hal ini penggelapan. 
Adapun penggelapan tersebut dilakukan dengan berbagai macam 
motif diantaranya penipuan, pemalsuan surat, dan penggelapan dalam 
jabatan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Aipda Jaffar A. bahwa untuk 
mengetahui secara rinci motif yang digunakan oleh pelaku tindak pidana 
penggelapan, terlebih dahulu harus melihat Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP). 
 
49 
 
Table IV 
Hasil Keseluruhan Kejahatan Penggelapan Di Kota Makassar 
 
Tahun  Jumlah Kasus Ket.  
2009 62 selesai 
2010 83 selesai 
2011 197 selesai 
Sumber Data: Polrestabes Makassar 
Dari data yang diperoleh di Polrestabes Makassar dapat dilihat 
bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terbukti 
pada tahun 2009 ada 62 kasus penggelapan yang terjadi, kemudian pada 
tahun 2010 meningkat menjadi 83 kasus, pada tahun 2011 ternyata terjadi 
peningkatan drastis sebanyak 197 kasus. 
Selanjutnya penulis melakukan penelitian terhadap jumlah wanita 
yang melakukan tindak pidana penggelapan. Penulis menemukan data 
bahwa pada tahun 2009 ditemukan dua orang wanita yang melakukan 
tindak pidana penggelapan. Tahun 2010, jumlah wanita yang melakukan 
tindak pidana penggelapan kembali meningkat menjadi empat orang. 
Terakhir pada tahun 2011, dari 197 kasus penggelapan ditemukan ada 9 
orang wanita yang melakukan tindak pidana penggelapan.  
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Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa jumlah wanita yang 
melakukan tindak pidana penggelapan terus meningkat. Hal tersebut 
digambarkan melalui diagram diatas. 
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Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, ,meskipun tempat dan 
waktunya berlainan tetapi tetap saja  modusnya dinilai sama. Upaya 
penaggulangan kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik 
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta 
kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat 
dan evektif dalam mengatasi masalah tersebut.  
Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressy yang 
mengemukakan bahwa dalam crime prefention dalam pelaksanaannya 
ada dua buah metode yang di pakai untuk mengurangi frekuensi dari 
kejahatan, yaitu :  
 
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. 
2. Metode untuk mencegah The First Crime. 
Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif 
dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 
dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga 
Permasyarakatan. Terdapat dua upaya penanggulangan kejahatan yaitu 
secara preventif dan represif. 
Upaya preventifdilakukan untuk mencegah terjadinya atau 
timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya 
preventif lebih di utamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh 
siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.  
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Dengan adanya upaya preventif, disadari bahwa akan ada 
kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial 
atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat 
mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat. Selain itu, 
upaya preventif memusatkan perhatian kepada individu-induvidu yang 
menunjukan potensialitas kriminal atau sosial, sekaliapun potensialitas 
tersebut disebabkan karena gangguan-gangguan biologis dan sikologis 
atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik 
sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 
Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 
suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi 
seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang 
menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya 
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong 
timbulnya perbuatan menyimpang. Juga disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan 
dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 
Upaya lain dalam penanggulangan kejahatan adalah upaya represif 
yang merupakan suatu upaya penaggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Hal ini 
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
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perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar 
hukum dan merugikan masyarakat. 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 
sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling 
sedikit terdapat lima subsistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, 
kepolisian, permasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu 
keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kejahatan sebagai suatu 
usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik 
melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penaggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan  badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategi dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan 
diantara golongan besar penduduk. Secara sempit, lembaga yang 
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bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. 
Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi 
telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan oleh 
wanita adalah faktor ekonomi dan kebutuhan yang konsumtif. Tingkat 
ekonomi yang rendah kemudian memaksa wanita untuk melakukan 
tindak pidana penggelapan guna memenuhi kebutuhan hidup, agar 
bisa mengimbangi taraf hidup.  
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
mencegah dan menanggulangi terjadinya kembali penggelapan adalah 
dengan banyak memberi penyuluhan dan menumbuhkan kesadaran 
tiap pelaku tindak pidana untuk tidak lagi melakukan penggelapan 
dengan alasan apapun karena ganjaran ataupun sanksi yang akan 
diterima oleh pelaku sangat berat. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis 
memberikan saran agar : 
1. Tiap orang harus meningkatkan kewaspadaan kepada siapapun 
dengan tidak mudah percaya pada segala macam bentuk ajakan 
bekerjasama atau apapun itu, mengingat penggelapan kerap kali 
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dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang yang sudah dikenal 
baik. 
2. Pihak kepolisian lebih menindak tegas segala macam bentuk 
penggelapan sekalipun penggelapan tersebut dilakukan oleh wanita. 
Sekalipun dalam proses pemeriksaan, wanita terkesan diberi 
perlakuan khusus dimana wanita pelaku tindak pidana akan disidik 
oleh penyidik wanita juga. 
3. Pihak kepolisian lebih giat melakukan penyuluhan kepada masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaannya kepada orang-orang sekitar 
agar tidak mudah menjadi korban penggelapan.  
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